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Abstrak: 

Sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan sisitim ekonomi seku!er 
yang menguasai dunia saat ini. Pasah!Ja sistim ekonomi Islam tidak bert!fiuan 
semata-mata materi, melainkan pada konsep kesejahteraa11 da11 kehidupa11 ya11g 
baik (hqyata11 thqyyibah). Selain itu ekonomi Islam menekankan penting'!)'a to!ong 
meno!ong, persaudaraan dan keadi!an, baik materi mapun rohani yang dit!fiukan 
kepada seluruh ummat manusia. 

Para ulama, da!am ha! ini dituntut memikirkan agar qjaran Islam 
diama!kan secara murni da11 sungguh-sungguh, termasuk masalah ekonomi. Pada 
gi!iram!ya nanti, apabi!a mereka mau melaksanakan (sistim ekonomi Islam tsb.), 
maka pemerataatt pendapatan da!am pers�fektif Islam dimungkinkan dapat 
tercapai. 

Kata Kunci: ekonomi Islam, pemerataan pendapatan, hukum Islam, da11 etika 
Islam. 

A. Pendahuluan

Keunikan hukum Islam ialah karena keluwesan dan kedalaman 
asas-asasnya yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber 
hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan kekal. Mukjizat dalam 
arti hukum Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum pasang 
surut, tetapi juga dengan hukum, "gaya berat yang sederhana tetapi 
eksak ... . Pada tingkatan ini perlu mendalami dasar dan sumber hukum 
Islam yang sebenarnya, untuk menetapkan bahwa itu adalah bimbingan 
tetap bagi umat manusia di setiap zaman yang akan datang. K.ita semua 
mengetahui bahwa pada dasarnya ada empat sumber hukum Islam, yaitu 
af-.Qur'an, a!-Hadits, [jma', Qjyas dan ljtihad' 1

• 

Peraturan ekonomi dalam Islam mencakup dua macam pelajaran 
dan hukum. Pertama, bagian yang tetap dan muhkam, yang di dalamnya 
tidak terdapat peluang untuk ijtihad. Bakunya bagian ini sudah 
merupab.n ketetapan Allah S\Vf, dengan tujuan supaya manus1a 
memperoleh · ketenangan di tengah kehidupan atau lingkungan 
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masyarakatnya. Dari masa ke masa tatanan tersebut ticlak berubah, 
sekalipun hanya karena suatu ha! yang remeh. Kebakuan hukum itu 
menyebabkan Islam memiliki satu kesatuan pikiran, rasa dan perbuatan 
bagi umat, clan menjadikannya satu umat clalam arahan, tujuan dan 
persepsi. Aclapun pemikiran pribadi clan penetapan warisan termasuk 
clalam hal muhkamat yang suclah baku. Bukanlah merupakan 
kemaslahatan umat untuk menetapkan bahwa segala sesuatu itu bisa 
cliubah clan cliganti. Keclua, kecluclukan yang bisa berubah atau bersifat 
temporal. Bagian ini merupan peluang bagi para mujtahicl ahli fiqh, ahli 
konsep clan ahli fatwa untuk melakukan ijtihacl seperti penggunaan lahan 
pertanian bukan oleh pemiliknya, apakah meminjam atau menyewa.2 

Hal ketiga aclalah aclanya perbenclaan penclapat dikalangan ulama 
ahli fikir clan penguasa ahli politik tentang hukum .... perbeclaan 
penclapat menjacli rahmat bagi manusia jika para fuqaha berijtihacl untuk 
masalah kontemporer clan meninggalkan masalah yang suclah tidak 
relevan lagi clibicarakan. Berijtihacl bisa melalui pemahaman konseptual 
terhaclap nash, analogi atau clengan mencari kemaslahatan clan 
menjauhkan mefsadat.3 Jumhur ulama salaf maupun khalaf sepakat, aturan 
hukum clalam syari'at Islam itu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan 
syari'at Islam itu clapat clipahami clan cliterima oleh aka! pikiran manusia, 
kecuali hal-hal yang bersifat ta'abudi clan sesuatu yang hikmahnya ticlak 
ma'qul (ticlak clapat clipahami akal).4 

Allah ticlak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai 
clengan hikmah, clapat mewujuclkan maslahat menjacli kenyataan, 
karenanya pula apa yang clibolehkan-Nya, maka itu adalah bermanfaat 
clan baik, clan apa yang cliharamkan-Nya maka itu aclalah merusak clan 
kotor atau jelek5

• 

Prinsip ini telah merupakan kemantapan yang berclasarkan 
penelitian yang menclalam serta pemeriksaan yang teliti terhaclap 
ketetapan-ketetapan hukum syariat yang kesemuanya clitetapkan untuk 
merealisasi kemaslahatan manusia, baik untuk meraih keuntungan 
baginya ataupun untuk menghinclarkan clari sesuatu yang merugikan6

• 

Firman Allah SWT clalam al-Qur'an, sebagai berikut: 

"Tidak kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ". 
(Q.S. al Anbiyaa: 107) 

Kiranya cliantara rahmat Allah SWT. terhaclap manusia clalam 
menetapkan syariat itu, ialah bahwa Allah sengaja memelihara 
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keseimbangan antara kemaslahatan perorangan dengan kepentingan 
masyarakat, apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai kebolehan atau 
kewajiban yang difardukan atas manusia, maka itu bermanfaat murni bagi 
manusia ataupun manfaatnya lebih besar dari mudharatnya atau ia dapat 
merealisasikan manfaat untuk jumlah manusia terbesar, dan apa yang 
ditetapkan oleh syariat sebagai keharaman atau makruh maka itu adalah 
disebabkan ia murni tidak baik , atau kerusakannya lebih besar dari 
manfaatnya, atau karena ia merusak kepentingan jumlah terbesar 

. 7 manus1a. 

Al-Syatibi mengatakan: "Pembebanan (tak/if) Syariat itu 
manfaatnya kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuan pada makhluk, 
dan tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Tujuan yang bersifat 
dharurryat (primer), tujuan yang bersifat hajryat (sekunder), dan tujuan 
yang bersifat tahsinryat (pelengkap) ... Setelah itu, ia menyebut jumlah 
tujuan yang bersifat dharuriyat itu menjadi lima bagian: Memelihara addin 
(agama), jiwa, keturunan, harta dan aka!. Para ulama sepakat, bahwa 
bagian yang lima tadi sebagai tujuan dharuriyat (primer) yang harus 
dipelihara dalam setiap agami. 

Menurut al-Ghazali (w. 505 H .)9: "Tujuan utama syari'ah adalah 
meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan 
iman, hidup, aka!, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan 
perlindungan kelima ha! ini merupakan kemaslahatan umum dan 
dikehendaki". 

Sedang Ibnu al-Qayyim (w. 751 H.)1° menyatakan bahwa: "Dasar 
syari'ah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia dalam 
kehidupan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu terletak pada keadilan, 
belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Adapun 
yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari belas kasihan pada 
kekerasaan dari kesejateraan pada kemiskinan dan dari kebijaksanaan 
pada kebodohan adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syari'at. 

Jika kemaslahatan para hamba yang diberi taklif tersebut 
terpelihara dalam serangkaian ibadah dimana ta'abud adalah maksud 
utamanya, maka demikian dengan urusan muamalah yang mengatur 
kehidupan mereka baik individu, keluarga, masyarakat dan bangsa11

. 

Bila berbicara tentang muamalah, maka suatu pembedaan harus 
ditarik antara bagian dari hukum (Fiqh) Islam yang membahas hukum 
dagang (Fiqh Mu'amalah) dan ekonomi Islam. Bagian yang disebut 
pertama menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan 
bagian yang disebut belakangan, sedangkan yang disebut belakangan 
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mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan 
dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim12

. 

Ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial, perlu kembali pada 
sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-eksperimennya dan 
menurunkan kecenderungan-kecenderungan jangka jauh dalam berbagai 

· perubahan ekonomiknya. Sejarah memberikan dua aspek utama pada
ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi
seperti individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi itu
sendiri . . . Penelitian diperlukan untuk menampilkan para pencetus
ekonomi Islam dari para pemikir Islam seperti Abu Yusuf ( meninggal
tahun 182 H), Yahya bin Adam (meninggal tahun 303 H), AI-Gazali
(meninggal tahun 505 H), Ibnu Rusyd (meninggal tahun 660 H), i\l­
Farabi (meninggal tahun 339 H), Ibnu Taimiyah (meninggal tahun 718
1-Q, Al-Maqrizi (meninggal tahun 845 H), Ibnu Khaldun (meninggal
tahun 808 H), dan banyak lagi yang lainnya13

. 

Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam seperti 
itu akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi 
Islam kontemporer, di satu pihak, dan di lain pihak, akan memberikan 
kemungkinan kepada mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 
baik mengenai pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua-duanya akan 
memperkaya ekonomi Islam kontemporer clan membuka jangkauan lebih 
luas konseptualisasi dan aplikasinya14

. 

Dari uraian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa tujuan risalah 
yang dibawa Nabi SAW adalah merupakan rahmat untuk seluruh alam. 
Di antara tujuan syari'ah adalah untuk tujuan kemaslahatan hidup 
manusia, baik yang dharuri, hajiah clan tahsin/yah. Oleh karena itu para 
ulama dituntut bagaimana caranya supaya menjadi manusia muslim clan 
menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, baik dalam bidang 
ekonomi maupun bidang yang lainnya. Apabila mereka melaksanakan 
sesuai dengan ajaran Islam, maka dimungkinkan tercapainya pemerataan 
pendapatan, yang dicita-citakan manusia muslim, yaitu negara adil dan 
makmur yang mendapat ridha Allah S\Xrf. 

Hukum Islam sebagai latar belakang untuk memahami hukum 
clan asas-asas ekonomi, atau secara rasional menentukan sejauh mana 
pengaruh pengetahuan yang bukan wahyu dalam menetapkan fiqh atau 
hukum Islam. Penafsiran clan penerapan pengetahuan yang diwahyukan, 
dan pengetahuan hukum bukan wahyu, meyebabkan berbeda-bedanya 
mazhab fiqh. Perbedaan-perbedaan pendapat antara mazhab fiqh itu 
berkaitan dengan berbagai soal kepentingan manusia, yang turut 
ditentukan pula oleh syari'at15

• 
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Diantara mazhab-mazhab fiqh, yang terpenting adalah: mazhab 
yang didirikan oleh Abu Hanifah 80 H - 150 H (699-767 M), terkenal 
sebagai mazhab Hanafi; Malik Ibn Anas, 95 H-179H (713-795 M), 
terkenal sebagai mazhab Maliki; Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, 150-204 
H (767-820 M), terkenal sebagai mazhab Syafi'i, clan Ahmad Ibn Hanbal, 
169-241 H (780-855 M), terkenal sebagai mazhab Hanbali. Dinamika
hukum Islam ini memberikan sistem asas berbeda-beda yang dapat
digunakan untuk menjelaskan berbagai masalah sosio-ekonomik yang
dihadapi oleh negara-negara muslim modern, clan untuk memecahkan
persoalan yang dibenarkan Islam. Masalah pembangunan clan
perencanaan ekonomi, bekerjanya perbankan Islam berdasarkan
pembagian laba, keadilan, partisipasi clan sewa-beli, organisasi pasar
keuangan Islam, masalah inflasi, pengangguran clan jaminan sosial,
maupun sejumlah besar masalah ekonomi modern lainnya dapat
diselidiki dari segi pandangan nilai-nilai Islam16

. 

Dinamika masa lampau yang lamban harus memberikan jalan 
pada pertumbuhan kehidupan modern yang cepat, namun prinsip pokok 
dan petunjuk-petunjuk tentunya akan tetap sama, seperti juga kebenaran 
adalah tunggal clan utuh. Dengan demikian prinsip Islam tentang 
kebaikan clan kebenaran, keadilan clan kewajaran, kejujuran clan kebajikan 
pada hakekatnya begitu dinamis clan abadi sehingga mampu menangani 
berbagai masalah sosio-ekonomi yang timbul dari rumitnya peradaban 
masa kini17

• 

Kajian-kajian tentang ekonomi Islam lebih-lebih setelah teori­
teori ekonomi Islam itu diterapkan di sektor perbankan clan keuangan di 
negara-negara Islam dan negara-negara maju, terutama di Eropa Barat, 
mulai timbul minat untuk ikut mengkaji ekonomi Islam 18. 

Ketika diadakan konfrensi Islam sedunia pertama tentang 
ekonomi Islam di Mekkah, yang diseponsori oleh Universitas King 
Abdul Aziz, Tahun 1976, Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ash­
Shiddieqy menyampaikan katolog biografi tentang referensi yang pernah 
diterbitkan seputar ekonomi Islam. Katalog yang tebalnya beberapa ratus 
halaman tersebut diterbitkan dalam tiga bahasa: Arab, Urdu dan Inggris. 
Begitulah perhatian terhadap ekonomi Islam makin meluas. Seminar 
untuk membahas hal ini diadakan di mana-mana, baik terbuka untuk 
umum, maupun untuk kalangan khusus19

. 

B. Etika Ekonomi Islam

Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan-hubungan 
antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik clan 
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sebagainya. Sifat hubungan ini sangat nimit dan coraknya berbagai 
ragam. Hubungan antara manusia ini sangat peka, sebab sering 
dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional, mudah dimengerti, bahwa 
orang-orang yang hidup dalam masyarakat berusaha, di satu pihak 
melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari 
masyarakat itu sendiri. Sedang di lain pihak senantiasa berusaha untuk 
saling tolong-menolong dan mengutamakan kepentingan bersama. 
Demikian juga berbagai suku dengan berbagai kebiasaan, dalam kata 
sehari-hari disebut adat kebiasaan. Namun demikian manusia selalu 
berusaha agar tercapai kerukunan clan kebahagiaan di dalam suatu 
masyarakat. Timbulah peraturan baik tertulis maupun tidak, yang disebut 
etika, norma, kaidah, tolak ukur, standar atau pedoman20

• 

Yang membedakan Islam dengan materalisme ialah bahwa Islam 
tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, seperti halnya tidak 
pernah memisahkan antara ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, 
perang dengan etika, clan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan 
Islam. 

Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara, materi 
dengan spiritual, sebagaimana halnya yang dilakukan Eropa dengan 
konsep sekuralismenya. Begitupula Islam berbeda dengan konsep 
kapitaslisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim 
individu, maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di 
satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar­
besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia 
tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau 
membelanjakan hartanya21

• 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan 
etika ekonomi Islam terdapat beberapa norma yang diperlukan di 
antaranya: 

1. Ketuhanan

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. 
Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan 
menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Aktivitas 
ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor dan ekspor tidak 
lepas dari titik tolak ketuhanan clan bertujuan akhir untuk Allah. K.alau 
seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain 
karena ingin memenuhi perintah Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an, 
sebagai berikut 

)�1 4!1 A.ijJ '"1'°_,15'1�'.,;.o .J__pu �_,.1 � J'J�1 � � -$JJ1r

"Dia yang menjadikan bumi untukmu dengan mudah kamu jalani, maka 
berja!an!ah kamu di sega!a penjunn!Ja dan makan!ah sebagian rezeki 
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Allah dan hat!Ja kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". 
(Q.S. al -Mulk: 15). 

Ketika seorang muslim menikmati berbagai kebaikan, terbetik 
dalam hatinya bahwa semua itu adalah rezeki yang diberikan Allah 
kepada hamba-Nya. Maka merupakan suatu kewajiban bagi seorang 
muslim untuk mensyukuri segala nikmat itu. Banyak ayat yang 
menunjukan bahwa rezeki yang diperoleh seorang muslim dari Allah 
bertujuan agar ia bersyukur22

. Diantara ayat yang menyatakan, firman
Allah dalam al-Qur'an: 

W_Jf...!,; � ..:..,�10"' ifJjJJ·· ..

" ... Dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu 

berryukur". (Q.S. al Anfaal :26). 

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa seorang muslim dalam 
berbisnis jika ia berpaling dari keyakinan kepada Allah SWT adalah tidak 
dibenarkan, karena harta itu datangnya dari Allah digunakan untuk 
melaksanakan perintah Allah clan ia akan kembali kepada Allah SWT. 

2. Etika

Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang 
sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman 
moral individual clan rnsial sehingga dapat menetapkan aturan untuk 
mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk 
dijadikan sasaran dalam hidup23

. 

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa etika sebagai 
studi moral. Namun istilah etika berbeda-beda. Kadangkala etika 
digunakan dengan pengertian moral, tindakan yang secara moral 
dianggap baik disebut beretika24

. 

Bisnis adalah bagian yang terpenting dari masyarakat. Secara 
sadar clan dengan berbagai cara manusia terlibat dalam pembelian 
barang-barang clan jasa yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan 
bagi hidupnya. Dengan demikian bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah 
dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian 
yang integral dari masyarakat. 

Moral terdiri dari seperangkat peraturan yang memonitor perilaku 
manusia serta menetapkan sesuatu perbuatan yang buruk atau yang baik 
atau yang bermoral. Bisnis adalah kegiatan manusia clan karena itu harus 
dapat dinilai dari sudut moral. Bahkan hubungan bisnis clan moral 
mendalam sekali. Seperti semua kegiatan lainnya, maka bisnis juga 
mempunyai latar belakang moral dan tak mungkin tanpa itu. Contohnya, 
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majikan mengharapkan para karyawannya tidak akan mencuri barang­
barang milik perusahaan25

• 

Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul SA \V 
untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi SAW bersabda dalam suatu 
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A.: 

J '),;,-'1 i r)� �'1 � I.CJ 
"S esu11gguht!Ja sqya diutus haf!Jalah untuk me1ryempumakan akhlak 
ma1tusia. (Hadits telah diriwayatkan oleh Ahmad)26

. 

Masyarakat muslim tidak bebas tangan tanpa kendali dalam 
memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau 
mengkonsumsinya. Ia terikat dengan ikatan akidah dan etika mulia, di 
samping juga dengan hukum-hukum Islam. 

Berikut ini adalah contoh aturan Islam: "Masyarakat musyrik 
Mekkah terus melaksanakan ibadah haji sampai tahun kesembilan hijriah. 
Dalam manasik haji ala musyrik Mekkah ada suatu kejanggalan. 
Contohnya dalam melaksanakan tawaf, mereka melakukannya dengan 
telanjang bulat. Menurut mereka, ha! itu di lakukan agar pakaian yang 
berlumuran dosa tidak menyentuh tubuh mereka. Nabi SAW pada tahun 
itu hendak membersihkan Mesjid al-haram dari segala bentuk berhala 
dan tradisinya. Maka beliau mengutus Ali menemui Abu Bakar yang ada 
pada tahun itu menjadi Amirul Haji, untuk mengemukakan kepada 
mereka di tahun Haji itu: "Bahwa sejak saat ini tidak boleh seorang 
musyrik pun melaksanakan haji. Dan tidak dibenarkan seorang pun 

k f b 
,,21 untu tawa tanpa usana . 

Dari uraian di atas etika atau moral adalah merupakan ajaran yang 
paling urgen sekali dalam Islam kerena Nabi SAW diutus untuk 
memperbaiki akhlak manusia. Demikian juga dalam bidang ekonomi, 
pelaku bisnis penting sekali memiliki moral yang baik, karena bila tidak 
demikian itu akan terjadi kerugian dalam masyarakat konsumen yang 
menjadi pelaku-pelaku bisnis yang tidak bermoral. Kesimpulannya 
apabila di dunia bisnis, penjual, pembeli, produsen, manajer, karyawan, 
distributor clan konsumen berprilaku tidak bermoral, maka pasti seluruh 
kegiatan bisnis akan kacau. Karena kegiatan bisnis itu, yang dialami setiap 
hari. 

3. Kemanusiaan

Di samping bercirikan ketuhanan clan moral, sistem ekonomi 
Islam yang berkarakter kemanusiaan. Ide kemanusiaan berasal dari Allah .. 
Dengan kata lain, substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan. Allah 
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yang memuliakan manusia clan menjadikan khalifah di muka bumi. 
Tujuan ketuhanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah 
manusia dilahirkan dengan fitrah ketuhanan28

• 

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia 
yang aman clan sejahtera, jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan 
pada nash al-Qur'an clan as-Sunnah yang berarti nash ketuhanan, maka 
manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusialah 
yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, clan 
memindahkannya dari teori untuk diaplikasikannya dalam praktek. 
Dalam ekonomi Islam manusia adalah tujuan clan sarana 29

• 

Dengan demikian manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya 
terhadap Allah, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya clan seluruh umat 
manusia. Berkat izin Allah manusia bisa bekerja. Manusialah yang 
menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Firman Allah dalam al-Qur'an, 
sebagai berikut : 

"Ingatlah ketika Tuhannm berfirma11 kepadapara malaikat: S esuttgguht!Ja 
aku hendak me11jadika11 seorattg khalifah di muka bumi''. (Q.S. al 
Baqarah: 30 ) . 

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa Allah memberikan 
kekuatan clan alat kepada manusia sehingga bisa melaksanakan tugasnya 
dengan baik. Dengan demikian manusia clan faktor kemanusiaan 
merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam 
terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat dalam al-Qur'an clan Hadits 
serta Ijtihad para ulama yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, 
keadilan, sikap moderat clan persaudaraan sesama manus1a. 
Kesimpulannya etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin 
kerjasama, tolong menolong memberi kebebasan, dan menjauhkan sikap 
iri, dengki clan dendam kepada sesamanya . 

.:f.. Keseimba1iga11 

Salah satu sendi utama ekonomi Islam ialah sifatnya yang 
pertengahan (keseimbangan) jiwa, tatanan dalam Islam adalah 
keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap 
hak individu dan masyarakat, kedua hak itu diletakan dalam neraca 
keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa 
clan raga, aka! clan hati, perumpamaan clan kenyataan. Islam juga bersikap 
di tengah-tengah (1vmath) antara iman clan kekuasaan. Ekonomi moderat 
tidak menganiaya masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang 
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terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menganiaya hak 
individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban 
masing-masing. Dengan demikian Islam menjalankan peranannya dengan 
penuh keadilan serta kebijaksanaan30

• 

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa Islam meletakan ekonomi 
pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi, 
keseimbangan diterapkan dalam segala sendi, imbang antara modal dan 
usaha, antara produksi dan konsumsi, antara golongan-golongan dalam 
masyarakat. Demikian juga keseimbangan yang adil (pertengahan) 
tentang kehidupan dunia dan akhirat, segala kesenangan dunia digunakan 
untuk kepentingan akhirat dan segala macam ajaran keakhiratan 
digunakan untuk meraih keduniaan agar tidak menyimpang dari rel 
agama. Kesimpulannya terhadap ekonomi yang demikian ini Allah 
menyediakan dua kebahagiaan yanitu kebahagiaan dunia dan akhirat 
sebagai balasan dari niatnya yang ikhlas maka mereka akan bebas dari 
siksa neraka. Firman Allah dalam al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut : 

"Dan diantara mereka ada orang yang berdoa Ya Tuhan kami berilah 
kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat dan pe!iharalah 
kami dari siksa neraka" (Q.S al Baqarah: 201). 

C. Kajian Hukum Islam Tentang Pemerataan Pendapatan

Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berbeda sama sekali 
dari sistem-sistem yang berlaku, ia memiliki akar dalam syari'ah yang 
menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan 
strateginya. Berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia dewasa ini 
tujuan-tujuan Islam (maqasid a.ry-syari'ah) adalah bukan semata-mata 
bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep 
sendiri mengenai kesejahteraan ifalah)31 untuk manusia dan kehidupan 
yang baik (hqyat thqyyibah) yang memberikan nilai sangat penting bagi 
persaudaraan keadilan sosio-ekonomi dan menurut suatu kepuasan yang 
seimbang. Baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dan 
seluruh umat manusia. 

Ungkapan hqyat thqyyibah, berasal dari al-Qur'an sebagai berikut: 
� �.r-i � ;,:..:.lJ � �l? � �j,o JAJ _;;i Ji .J' ���I.,.:,��

0 � lj IS' \.o ,:,,--

"Barang siapa yang menge-rjakan amal so/eh baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka Jesungguhnya akan kami 
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ben.kan kepadm!Ja kehidupan yang baik32 dan seungguhi!Ja aka11 kami 
berika11 balasa11 kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan". (Q.S. an Nahl: 97). 

Dari uraian di atas untuk mencapai tujuan-tujuan .ryari'ah 
(maqashid .ryari'ah), kesejahteraan (fa/ah) clan Hqyat Thqyyibah (kehidupan 
yang baik), supaya pemerataan pendapatan tercapai maka apabila ketika 
bisnis dibicarakan dalam konteks muamalah sehari-hari dapat dikenali 
tiga orde aksioma. Orde pertama mencakup (a) Tauhid (b) 
Keseimbangan (c) Kebebasan (d) Pertanggung jawaban. Ini berarti 
seorang yang melaksanakan kepemimpinan di dunia ia bebas melakukan 
sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri clan untuk masyarakat luas 
harus memelihara keseimbangan kehidupan didunia (alam lingkungan) 
clan bersikap mempertanggung jawabkan di akhirat. Dan semuanya itu 
terekam dalam aksioma orde kedua, yakni niat karena Allah, tujuan 
mardlatillah clan kaifiat ( cara-cara ). Ketiga orde kedua ini harus 
berasosiasi dengan aksioma orde ketiga, yakni sinergi antara iptek, fiqh 
dan tasawuf.33 

Murasa Sarkaniputra menyatakan dari pemikiran as-Syatibi dapat
diketahui bahwa konsep maslahat menurunkan orde needs (kebutuhan)
yang terbagi dalam: dlanm· , hajji clan tahsini. Konstitusi, baik yang tertulis
seperti terekam pada UUD 1945, clan yang tidak tertulis seperti nilai,
norma, believe clan lain-lain harus diterjemahkan clan dijabarkan
berdasarkan konsep di atas. Jika tidak, maka seseorang akan terjebak
pada acuan syaitan34

• Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagi kamu (Q.S. Yasin (36): 60 ). Bebicara tentang pasal 27 ayat (2) UUD
1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan clan penghidupan
yang layak bagi kemakmuran". Dalam konteks as-Syatibi, tuturnya harus
diterjemahkan pasal itu melalui pendekatan sinergis dengan pasal 33 clan
pasal 29.

Karena Pancasila adalah ideologi terbuka, clan UUD 1945 adalah 
terbuka untuk dibicarakan clan dikembangkan menurut konstitusi yang 
belum tertulis sebagai produk suatu bangsa, maka kitab suci harus 
menjadi acuan bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah yang disebut demokrasi 
dalam memilih suatu agama clan bebas dalam menafsirkannya sehingga 
masyarakat memperoleh kepuasan tertinggi dalam amal perbuatannya. 
Dan dengan demikian, maka mardlatillah adalah domein utama dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan ini maka paradigma yang menjamin pemerataan 
pendapatan menurut Isalam yaitu: Tingkat bunga pinjaman nol persen, 
pembagian hasil usaha berdasarkan profit-loss sharir(g,dan komoditi yang 
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diproduksikan adalah yang thqyyib clan halal adalah konsisten dengan 
ketiga orde di atas, sekaligus sebagai penjabaran dari pancasila dan UUD 
194535

. 

1. Tingkat bunga pinjaman 110! perm,

a. Riba bunga nol persen

Adapun riba, yang berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan 
(zjyadah), addition (bahasa Inggris), yang berarti tambahan pembayaran 

k k · · 36 atas uang po o - pmJaman. 

Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai berikut : 

�..W LiJ I ..L.? 'J 1, .r" JP .,...._s- � J I;.- J.A! � t__,.!JI � 4)137 

"Kelebihan tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, 
yang disyaratkan bagi salah seseorang dari dua orang yang 
membuat akad (transaksi). 

Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B 
mengembalikan uang pokok pm1aman beserta sekian persen 
tambahannya. Semua agama samawi (Yahudi, Nasrani clan Islam) 
melarang praktek riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi 
masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat riba pada 
khususnya. 

Adapun dampak dari praktek riba itu, antara lain ialah: 

a) Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap s1
miskin

b) Uang modal besar yang dikuasai oleh the haves tidak disalurkan ke
dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian,
perkebunan, industri clan lain sebagainya yang dapat menciptakan
lapangan kerja. Banyak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat
dan juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru
disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif

c) Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa
mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu
tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya. Riba
sebagai salah satu cara menjajah, karena itu orang berkata:
penjajahan berjalan di belakang pedagang clan pendeta. Dan telah
dikenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah
suatu negara. Islam menyerukan agar manusia suka
mendermakan hartanya kepada saudaranya dengan baik jika
saudaranya membutuhkannya.38 

AL QALAM 
16 

Vol. 20, No. 96 (Januari-Maret 2003) 



Karena melihat bahaya besar atau dampak negatif dari peraktek 
riba itulah maka Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan 
kelompok Yahudi yang tinggal di Jaziratul Arab, bahwa mereka tidak 
dibenarkan menjalankan praktek riba, clan Islampun dengan tegas 

I 'b 39 me arang n a . 

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Isa 
menerangkan bahwa riba ada dua macam, ialah 

a. Riba yang jelas dilarang karena keadaannya sendiri, yaitu riba
nasiah (riba yang terjadi karena danya penumpukan pembayaran
utang). Riba darurat (terpaksa).

b. Riba yang samar yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba
jadhl (riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli
benda/bahan yang sejenis). Riba fadhl ini diharamkan karena
untuk mencegah timbulnya riba nasiah, jadi bersifat prefentif.40 

c. Riba Jadhl ini diperbolehkan, apabila dalam keadaan darurat atau
hajat (emergenry), sesuai dengan kaidah fiqh

..:..,\
)
�\ � 0 JJ�IJ 0

) 
J � I 4-J j-4 J jJ �� 14t 

"Hajat (keperluan yang mendesak/penting) itu menempati di 
tempat terpaksa, sedangkan keadaan darurat itu menyebabkan 
boleh melakukan hal-hal yang dilarang. 

Riba khqfi tampaknya banyak terjadi dalam masyarakat. Adanya 
bunga bank termasuk riba khqfi. Riba khqfi dibolehkan apabila ada 
maslahat-maslahat yang dibenarkan adalah maslahat untuk memelihara 
lima masalah pokok, yaitu: agama, jiwa, harta, aka! clan keturunan.42 

Ahmad Sukarja berpendapat bahwa riba, besar atau kecil adalah 
haram. Yang besar haram karena zatnya, yang kecil haram karena untuk 
menutup terjadinya riba yang besar. Riba yang kecil dibolehkan bila ada 
hajat atau maslahah.43 

Para ahli ekonomi kontemporer banyak membahas tentang riba 
dan bahanya bagi kehidupan masyarakat, baik dalam segi kemasyarakat, 
ekonomi clan politik. Sebagian dari mereka berkata, "Masyarakat kita 
akan berjalan pada porosnya jika mereka bisa menurunkan nilai riba 
sampai kepada derajat no! persen". Demikian pendapat ekonomi lnggris 
Lord Kent. Para pemikir Islam juga menjelaskan keburukan riba dan 
dampak negatifnya terhadap kehidupan. Di antara mereka adalah Abu! 
A'la Al-Maududi, Prof. Dr. Muhammad Darraz, Isa Abduh Al-Arabi, 
Abu Suud, Abu Zahrah, Ash-Siddieqy dan lain-lain44

. 
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b. Bank Islam clan Bank Konvensional

Adapun bank, ada bank konvensional clan bank Islam. Bank 
konvensional, ialah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya 
menghimpun dana, disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik 
individu maupun usaha-usaha yang produktif clan lainnya dengan sistem 
bunga, sedangkan bank Islam, ialah sebuah lembaga keuangan yang 
menjalankan operasinya menurut hukum Islam, tanpa bunga yang 
dilarang oleh Islam.45 

Para ulama hingga kini tetap berbeda pendapat tentang hukum 
mu'amalah dengan Bank konvensional clan hukum bunga bank. 
Perbedaan pendapat itu dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pendapat Abu Zahrah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Kairo, Abu! A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al­
Arabi, penasihat hukum pada Islamic Kongres clan lain-lain yang
menyatakan bahwa bunga bank itu riba nasiah, yang dilarang oleh
Islam.

2. Pendapat A. Hasan, pendiri clan pemimpin Pesantren Bangil
(Persis), ia menerangkan bahwa bunga bank seperi di negara kita ini
bukan riba yang diharamkan, karena tidak berlipat ganda
sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 13046

• 

3. Prosedur bunga berbunga menurut Murasa Sarkaniputra, sebagai
berikut: Log Uang A2010 = Log Uang A1999 + 11.Log (1 + i)

Penyelesaiannya dengan menggunakan prosedur logaritma, 
diperoleh dari: Angka 11 adalah tenggang waktu bagi orang yang 
menyimpan uang di bank, pada tingkat bunga tertentu (persen). Dengan 
lamanya waktu tunggu, maka persamaan di atas valid, apabila bunga bank 
tidak dilarang. Berbeda dengan pendekatan sufisik, waktu adalah milik 
Allah SWf clan tambahan (bunga) untuk uang yang disimpan adalah 
haram hukumnya, yang diberatkan sebagai ayam betina yang tidak 
bertelor dan hanya sebagai alat tukar serta stotre of value,maka manfaat 
uang di bank sebagai suatu hasil investasi yang dikerjakan oleh 
masyarakat bisnis, ketika bisnis memeperoleh laba, maka para penabung 
clan investor sama-sama memperoleh bagian darinya. Di sini ada delqy 

(waktu) bagi sang penabung clan investor, karena menunggu hasil kerja 
usahanya, maka delqy diisi dengan do'a. karena itu tingkat bunga dinolkan, 
sehingga persamaan di atas menjadi: Long Uang A1999 + 11.Log (1 +0), 
karena log 1=0, maka Uang A2010 =Log Uang A199t 

4. Pendapatan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur
Tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan
oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula
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sebaliknya, adalah termasuk ryubhat atau murytabihat, artinya belum 
jelas halal atau haramnya, maka sesuai dengan petunjuk hadits, kita 
harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang masih syubhat 
itu. Oleh karena itu jika kita dalam keaclaan darurat (terpaksa) atau 
kita dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak (penting, 
barulah diperbolehkan bermu'amalah dengan bank clengan sistem 
bunganya itu sekaclarnya saja.48 

Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam 
dan Hukum Perdata Universitas Syiria, bahwa sistem perbankan yang 
kita terima sekarang ini, sebagai realitas yang tidak dapat kita hindari, 
karena itu umat Islam boleh bermu'amalah dengan bank konvensional 
itu atas pertimbangan clalam keaclaan clarurat clan bersifat sementara. 
Sebab umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan 
mendirikan bank tanpa bunga, demi menyelamatkan Islam dari 
cengkraman bank bunga (konvensional).49 

Menurut Masjfuk Zuhdi, alasan ulama clan cendikiawan Muslim 
membolehkan berdirinya bank Islam dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Umat Islam acla dalam keaclaan darurat, sebab dalam kehidupan
modern sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri
dari bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga dalam segala
aspek kehidupan, termasuk kehidupan agama atau ibadahnya.

b. Untuk menyelamatkan Umat Islam dari praktek bunga yang
mengandung unsur pemerasan (eksploitasi) dari si kaya terhadap si
miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap yang lemah

k 
. soe onommya .

c. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam dengan bank
Non Islam yang menybabkan Islam berada dibawah kekuasaan
bank, sehingga umat Islam tidak bisa menerapkan ajaran agamanya
dalam kehidupan pribacli clan masyarakat terutama dalam kegiatan
bisnis dan perekonomiannya51

• 

Untuk mengaplikasikan ketentuan kaidah fiqh: 

� j ')IJ.., 0" �.1r' . . . .

(menghindari perbedaan pendapat ulama itu sunnah hukumnya). Sebab 
ternyata hingga kini ulama-ulama dan cendikiawan muslim masih 
berbeda pendapat tentang hukum bermu'amalat dengan bank 
konvensional, karena maslah bunga bank yang masih tetap kontroversial 
(haram/ syubhat/halal) .52 

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa kebanyakan masyarakat 
muslim tidak setuju pinjaman yang ada bunganya. Tiga belas abad yang 
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lalu, sebelum datangnya imperialis, masyarakat muslim mengelola 
perekonomiannya dan menyelenggarakan perdagangan domestik dan 
internasional tanpa adanya bunga. 

Para penulis terdahulu hampir semuanya mencoba mengkritik 
perbankan modern dengan membeberkan peranan bunga dalam 
pemerasan individu dan bangsa. Kemudian mereka menyarankan bentuk 
persekutuan bagi hasil sebagai suatu dasar yang dapat dilaksanakan bagi 
perbankan. Beberapa ahli ekonomi dengan latar belakang ilmu syari'at 
menciptakan suatu model perbankan bebas bunga berlandaskan dasar­
dasar bagi hasil. Kesimpulannya riba/bunga menurut hukum Islam 
dilarang kecuali ada ketentuan-ketentuan lain. Sedangkan bagi hasil 
diperbolehkan. 

2. Pembagian Hasi! berdasarkan Profit Loss Sharing

a. Definisi Syirkah dan Mudharabah

5_yirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu 
usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan 
perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian 
keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan, sedangkan 
mudharabah berarti bahwa satu pihak menyediakan modal clan pihak lain 
memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan 
kesepakatanbahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut 
b . d' k 53 agtan yang 1tentu ·an. · 

Sebagai pengganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan 
berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain ialah sebagai berikut 

1. Wadi'ah (Titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito).

Lembaga fiqh Islam "Wadi'in",54 bisa diterapkan oleh bank Islam
dalam operasinya menghimpun dana dari masyarakat, dengan cara
menerima deposito berupa uang, barang, dan surat-surat berharga
sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam.
Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus
membayar imbalannya (rente/riba), tetapi bank harus menjamin bisa
mengembalikan dana itu pada waktu pemiliknya (depositor)
memerlukannya.

2. Mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas
perjanjian prefit and loss sharing.55 Dengan mudharabah ini, bank Islam
dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk
perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil clan rugi yang
perbandingannya sesuai dengan perjanjian, misalnya fiftyfifty. Dalam
mudharabah juga, bank tidak mencampuri manajemen perusahaan.
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3. Syirkah/ Muryarakah (persekutuan). Di bawah kerja sama ryirkah ini,
pihak bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil
(saham) pada usaha patungan (joint venture). Karena itu kedua belah
pihak berpartisipasi mengelola usaha patungan m1 dengan
menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian profit and
lou sharing (PL

S 

agreement).

4. Murabahah (jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas
dasar harga pembelian yang pertama secara jujur56

. Dengan
murabahah ini orang pada hakikatnya ingin merubah bentuk
bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli
(lending activity menjadi sale dan purchase transaction). Dengan sistem
murabahah ini, bank bisa membelikan/menyediakan barang-barang
yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi, dan bank minta
tambahan harga (cost plm) atas harga pembeliannya. Syarat bisnis
dengan murabahan ini ialah si pemilik barang dalam hat ini bank
harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang
harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya (prefit margin)
daripada cost plum ya itu.

5. Qiradl Hasan (pinjaman yang baik atau benevolent loan).57 Bank Islam
dapat memberikan pinjaman tanpa bunga (benevolent loan) kepada
para nasabah yang baik. Terutama nasabah yang punya deposito di
bank Islam itu sebagai salah satu service dan penghargaan kepada
para deposan, karena deposan tidak menerima bunga atas
depositonya dari bank Islam.

6. Bank Islam juga dapat menggunakan modalnya dan dana yang
terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha
yang prefitable.

Dalam ha! ini, bank sendiri yang melakukan manajemennya secara
langsung, berbeda dengan investasi patungan; maka manajemennya
dilakukan oleh bank bersama partner usahanya dengan perjanjian
profit and loss sharing.

7. Bank Islam boleh pula mengelola zakat di negara yang
pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung. Dan bank
Islam dapat juga menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk
proyek-proyek yang produktiP8 yang hasilnya untuk kepenting,in
agama atau umum.

8. Bank Islam 1uga diperbolehkan memungut dan menenma
pembayaran untuk

a. Mengenai biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam
melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, misalnya
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biaya telegram,telepon, telex, dalam memindahkan atau 
memberitahukan rekening nasabah clan sebagainya. 

b. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan, pekerjaan
untuk kepentingan nasabah, clan untuk sarana clan prasarana yang
disediakan oleh bank, clan biaya administrasi pada umumnya.

Dari segi hukum fiqh Islam, bank Islam telah memenuhi syarat­
syarat untuk memungut clan menerima pembayaran-pembayaran tersebut 
di atas, karena bank telah melaksanakan pekerjaan/pelayanan yang 
diminta oleh nasabahnya, clan nasabahnya telah memperoleh 

f 
59 man aatnya. 

Demikian sebagian kegiatan operasional bank Islam, yang jelas 
berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga untuk 

b . b k 
. 60 se agian esar ·egtatannya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan 
pendapatan akan menjadi kenyataan apabila praktek bagi hasil dengan 
cara mudharabah dan ryirkah menanggung untung ruginya bersama atas 
dasar perjanjian profit and loss sharing (PLS agreeme11t) dilaksanakan dengan 
baik, jujur, transparan dan masing-masing saling percata mepercayai dan 
saling menjamin akan kelancarannya. Begitu juga pelaksanaan 
pengelolaan murabahah, qiradl hasan dan pemungutan zakat dilaksanakan 
dengan secara adil, jujur dengan saling membantu (tolong menolong), 
maka dari semuanya itu akan terkumpul dana yang halal dan manusia 
muslim akan menemui haknya secara baik, maka akan terjadi kehidupan 
sejahtera clan menjadi meratalah pendapatan di antara mereka. 

b. Bank Islam di Indonesia

Bank mu'amalat Indonesia (BMI) berdiri pada tahun 1991 M., 
setelah diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didorong 
oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) kemudian direstui 
dan disponsori oleh Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan disokong 
oleh pengusaha dan para ahli perbankan muslim, kemudian disusul 
dengan lahirnya Bank Perkresitan Rakyat pada tahun 1992 M. di berbagai 
daerah di Indonesia. 

Kegiatan usaha BMI dan BPR dengan sistem bagi hasil 
berdasarkan syari'at Islam itu mempunyai landasan hukum yang kuat, 
yakni: 

1). Undang-Undang Dasar 1945 M.; 

2). Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral; 

3). Peraturan Pemerimtah No. 7 Tahun 1992 M. tentang Perbankan; 
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4). Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 M. tentang Bank Umum; 

5). P.P. No. 71 Tahun 1992 M. tentang Bank Perkeditan Rakyat; 

6).Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1972 M. tentang Bank 
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 

Selanjutnya Masjfuk Zuhdi61
, informasi kepada masyarakat 

muslim indonesia mengenai dua ha] yang berkaitan dengan BMI dan 
BPR dengan sistem bagi hasil berdasarkan syari'at Islam, ialah 

1). Tujuan BMI dan BPR dengan sistem bagi hasil 

Tujuan berdirinya BMI dan BPR dengan sistem bagi hasil 
berdasarkan syari'at Islam antara lain 

a. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi
masyarakat terbanyak bangsa Indonesia, sehingga semakin
berkurang kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian
akan melestarikan pembangunan nasional antara lain melalui :

• Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha;

• Peningkatan kesempatan kerja; dan

• Peningkatan pendapatan masyarakat banyak.

b. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam
proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi dan
keuangan, karena

• Masih cukup banyak yang enggan berhubungan dengan bank
konvensional;

• Masih banyak masyarakat yang menganggap bunga bank itu
riba; dan

• Dengan berhasilnya pembangunan dibidang agama, makin
banyak masyarakat yang mempersoalkan hukum bunga bank.

2). Produk-Produk Operasional BMI 

Pada umumnya produk-produk operasional bank konvensional 
juga dilakukan dikembangkan oleh BMI, tetapi tidak dengan sistem 
bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil berdasarkan syari'at Islam. Adapun 
produk-produk yang ditawarkan BMI kepada masyarakat, antara lain 
dalam ben tu 

a. Produk Pengumpulan Dana Masyarakat, berupa :

• Giro Titipan (1JJadl'ah)

Titipan dapat diberikan bonus. Bentuk-bentuk giro 111adi'ah antara
lain: 

PEMERATAAN PENDAPATAN 

DALAM PERSPEKTIF !SLAM 23 H.M. YUNUS GOZALI 



Pertama, Giro JJJadi'ah untuk ibadah mesjid, baitul ma!, bazis clan 
sebagainya. 

Kedua Giro J//adi'ah untuk muamalah: terdapat saldo rata-rata di atas 
jumlah tertentu dalam waktu tertentu dengan ha! laba. 

• Deposito Bagi Hasil (Mudharabah)

Simpanan yang penarikannya dilakukan pada jangka waktu sesuai
dengan perjanjian, dengan bagi hasil sesuai dengan proposal bagian laba. 

• Simpanan mudharabah, namun dibenarkan adanya mutasi sesuai
dengan perjanjian, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata.

• Tabungan m11dharabah ibadah haji

Bagian laba diperhitungkan sesuai dengan saldo rata-rata dalam 
wr1.ktu tertentu dapat dijadikan jaminan fasilitas kredit bank. 

• Tabungan m11dharabah mu'ama!ah:

Untuk beasiswa, nikah, rumah clan sebagainya

Bagian laba diperhitungkan sesuai dengana saldo rata-rata dalam waktu
tertentu.

Dapat dijadikan jaminan fasilitas kredit bank.

b. Produk Penyaluran Dana, berupa :

• lvedit bagi hasil (mudharabah/ qirad�.

Bank menyediakan pinjaman modal investasi atau modal kerja,
pengusaha menyediakan usaha clan manajemennya dengan perjanjian 
proporsi bagi hasil 

Cicilan pembayaran kembali kredit dilakukan pada saat nr1.sabah telah 
menghasilkan laba. 

• lvedit pemilikan barang jatuh tempo (m11dharabah)

I<.redit pembelian barang lokal atau internasional harga jual pada nasabah 
adalah harga beli barang oleh bank ditambah dengan !ump mm mark up 
yang disetujui penerima kredit surat tanda bukti pemilikan dipegang bank 
sebelum angsuran semua lunas. 

Cicilan utang dimulai pada saat jatuh tempo (tanaman panen, 
pabrik mulai surplus, clan lain-lain). 

• [(redit pemilikan barang cicilan (ba'i bitsamani! Aji�

lvedit pembelian barang 

Harga jual lepada nasabah adalah harga jual beli barang oleh bank 
ditambah dengan !ump sum mark up yang disetujui penerima kredit. 
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Surat tanda bukti pemilikan dipegang bank sebelum angsuran semua 
lunas. 

Cicilan utang dimulai saat peminjam telah mampu memperlihatkan usaha 
mereka. 

• Kredit Kebijakan (qiradl hasan)

Pinjaman lunak diwajibkan hanya mengembalikan pokok pinjaman pada 
saat jatuh tempo atau mencicil, dengan daya beli sama pada waktu saat 
meminjam. Untuk tujuan produktif clan konsumtif. Sumber dari- dana 
ZIS Tabungan, Giro Wadi'ah untuk ibadah dan penerimaan yang halal. 

c. Jasa-jasa lainnya, berupa:

• Al-Sha(f(jual beli valuta asing)

• AI-Kefalah, al-Dhamanah Gasa pemberian jaminan)

• Al-if/aka/ah Qasa Penerbitan)

• Jasa Transfer, safe deposito dan lain-lain.

d. Rekapitulasi jenis-jenis pembayaran, berupa :

• Trade Domestik (bahan baku, peralatan, mesin, letter ef credit
(guara11tie) dan internasional (kredit ekspor, impor, peralatan
mesin, letter ef credit, guarat1tie); dengan mudharabah al Ujr 1val
Umulah muryaivarah clan kefalah.

• Term Fi11a11ci11g Consumer Fina11ci11g dengan sistem murabahah, ba'i
bitsamaml a;i!, ijarah, ba'i lajiri dan qiradl hasan.

Corpprate Fi11a11ci11g dengan sistem musyawarah mudharabah, murabahah, ba'i 
bitsamanil a;il, ijarah, dan qiradl hasan. 

Proyek-proyek khusus dengan sistem murabahah ba'i bitsamaJ1il a;il, ijarah, 
ba'i taJiri, clan qiradl hasa11. 

D. Koperasi, Jual Beli Valuta Asing dan Saham

Koperasi dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris 
Corporatiofl yang artinya bekerja sama, sedangkan dari segi terminologi, 
koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan 
orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh 
kesadarab untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela 
secara kekeluargaan.62 

Sebagian ulama menganggap koperasi (�yirkah ta'aivun[yah) sebagai 
akad m11dharabah, yakni "suatu perjanjian kerja sama antara dua orang 
atau lebih yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkah 
pihal yang lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi 
keuntungan) menurut perjanjian.6·' 
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Mahmud Syaltut tidak setuju pendapat tersebut sebab �irkah ta'aJ1111t1jyah 
tidak mengandung unsur m11dharabah yang dirumuskan oleh fuqaha (sat:u 
pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab 
ryirkah ta'au;un!Jah (yang jumlah anggota pemegang saham, dan usaha 
koperasi (ryirkah ta'aivu11ryah) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan 
yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing­
masing. Dan kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi 
usaha koperasi (ryirkah ta'aivun!Jah) itu, maka ia berhak mendapat gaji 
sesuai dengan sistem perjanjian yang berlaku (bulanan, mingguan dan 
sebagainya). 

Selanjutnya Mahmud Syaltut, mengatakan bahwa ryirkah 
ta'aivun!Jah (koperasi), adalah ryirkah baru yang diciptakan oleh para ahli 
ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan 
kepada para anggota pemilik saham memberi lapangan kerja kepada para 
karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha 
koperasi untuk mendirikan tempat ibaclah, sekolah clan sebagainya.64 

Maka jelaslah clalam koperasi itu tidak ada unsur kezaliman dan 
pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya) atas manusia yang 
lemah/miskin, pengelolaanya demokratis dan terbuka (open management) 
serta membagi keuntungan dan kerugian pada para anggota menurut 
ketentuan yang berlaku yang telah cliketahui oleh seluruh anggota 
pemegang saham. Karena itu ryirkah ta'aivunryah itu dapat dibenarkan oleh 
Islam.65 

Menurut Mahmud Syaltut, jika koperasi menentukan sebagai basil 
usaha untuk tujuan sosial keagamaan sesuai dengan pos-pos/ ashnef 
penggunaan zakat, maka bagi anggota koperasi yang Muslim boleh niat 
sebagai zakatnya atas sebagian hasil usaha koperasi yang clikeluarkan 
untuk menunaikan zakatnya. Tetapi jika kurang, ia harus melengkapi 
kekurangan zakatnya, dan jika lebih maka sisanya sebagai seclekah66

. 

Adapun yang dimaksud dengan valuta asing, ialah mata uang luar 
negeri, seperti clolar Amerika, pounclsterling Inggris, ringgit Malaysia, clan 
sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, 
maka dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir 
Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspor, sebaliknya importir 
Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan 
demikian, akan timbul penawaran dan permintaan devisa di bursa valuta 
asing. Setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing­
masing (kurs, ialah perbandingan nilai uangnya terhadap uang asing). 
Misalnya, dolar Amerika = Rp. 1.640,- namun, kurs uang atau 
perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah tergantung pada 
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kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs clan transaksi 
jual beli valuta asing diselenggarakan di bursa valuta asing67

• 

Adapun saham adalah termasuk efek (surat berharga yang dapat 
diperdagangkan seperti sertifikat clan obligasi), ialah surat berharga 

sebagai tanda pemegangnya turut memiliki perusahaan yang 
mengeluarkan saham itu. Kurs saham itu juga seperti kurs valuta asing 
bisa berubah-ubah menurut hukum permintaan clan penawaran. Pada 
waktu ini, di Indonesia pencatatan kurs saham dilakukan oleh PT. 
Danareksa di Bursa Efek Jakarta 68• 

Selanjutnya Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa jual beli valuta 
asing clan saham diperbolehkan oleh Islam, baik transaksinya dilakukan 
di bursa valuta asing dan bursa efek maupun di tempat lain, karena 

transaksinya telah memenuhi syarat rukun jual beli menurut hukum 
Islam 69

. 

Sedangkan Abdurrahman Isa, berpendapat bahwa jual beli saham 
itu diperbolehkan oleh agama, termasuk saham-saham yang dikeluarkan 
oleh bank sekalipun sebagian besar kegiatan bank itu untuk kegiatan 
perkreditan dengan sistem bunga, karena umat Islam dewasa ini dalam 
keadaan terpaksa ( darurat). 

Adapun jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan­
perusahaan yang tidak diinvestasikan dalam pembangunan proyek­
proyek produktif, tetapi dimanfaatkan dana yang terkumpul untuk 
kegiatan riba (kredit dengan sistem bunga), maka tidak boleh menurut 
agama, karena pemegang obligasi statusnya sama dengan pemberi kredit 
dengan bunga yang sudah ditentukan. Sebaliknya, jual beli obligasi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang 
produktif (pertanian, perkebunan, industri, clan sebagainya), maka 
diperbolehkan agama, karena prosentase keuntung.rn yang akan diterima 
oleh pemilik obligasi itu adalah hasil nmdharabah, yakni bagi hasil antara 
pemilik modal (obligasi) dengan pelaksana usaha, dalam ha! ini 

. 
I 

10 pemennta 1 

Majelis Fat\va Al Syar'iyah Kuwait, dalam fawanya menyatakan 
bahwa apabila obligasi itu merupakan instrumen investasi (qiradh), maka 
menerbitkan atau memperdagangkannya di bursa efek, hukumnya haram 
secara qath'i. Karena ha! tersebut jelas termasuk riba, tentang saham, 
apabila pemilikan saham itu dimaksudkan sebagai pernyataan dalam 
persekutuan modal ini tidak mengapa. Tetapi apabila saham dijadikan 
sebagai instrumen investasi (qiradh) kemudian diperdagangkan dibursa, 
ini sudah termasuk haram. Menurutnya, tampak memisahkan antara 
pemilikan saham selaku sekutu dalam syirkah (persroan), dengan saham 
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sebagai instrumen investasi (qiradh) atau untuk diperdagangkan itu kini 
amat sulit dan telah menjadi gejala umum sebagai "umum al-balwa'. 
Karenanya, apabila seorang pemegang saham menjual sahamnya dengan 
memperoleh kelebihan selisih kurs, maka agar terhindar dari praktek riba 
hendaknya kelebihan itu diserahkan kepada lembaga yang mengelola 
kemaslahatan umum selain masjid.71 

Sedangkan pendirian yang dikemukakan oleh Ali t\bd Al-Rasul, 
Dosen dan Doktor dalam bidang ekonomi Universitas Al-Azhar, 
menurut pendapatnya bahwa kehadiran bursa saham serta obligasi adalah 
seiring dengan perkembangan perbankan, sebagai tuntutan yang bersifat 
dharuri secara syar'i. Baik Syekh Abd Al-Rahman Isa maupun Syekh 
.\fahmud obligasi perbankan, yakni boleh karena dharurah. Walaupun 
demikian, ia kontan (al- 'ama#yah al- 'ajilah). Bila jual beli efek itu dilakukan 
dengan pembayaran bertempo (al- 'amal!Jal al- 'ajilah), ha! ini diharamkan 
oleh syara'. Karena perubahan harga di bursa efek terjadi sangat cepat. 
Larangan penanggulangan pembayaran serta mempermainkan harga 
(kurs) efek72

. 

Di tanah air kita, para ulama termasuk peminat studi fiqh dan 
kelslaman, masing-masing juga mempunyai pendirian yang berbeda. 
Keputusan Mu'tamar Nadhatul Ulama (NU) 1989 menyatakan bahwa 
bursa efek termasuk dalam kategori gharar; tetapi tidak secara tegas 
d. k h 7:\ myata -an aram. · 

Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Penoh Dhali 
(Dasen Senior IAIN Jakarta dan ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah 
Pusat). t'v1enurut pandangannya bursa mengandung unsur positif dan 
negatif. Negatifnya, di sana ada unsur spekulasi yang biasa disamakan 
dengan praktek 'ijon. Ini termasuk kategori gharw: 

Positifnya, bahwa bursa saham merupakan upaya mobilisasi dana 
dari masyarakat guna mendukung usaha-usaha besar yang pada dasarnya 
juga untuk kepentingan masyarakat luas. Dana masyarakat tidak lagi 
tersimpan di laci atau di lemari. Oleh karenanya ia menghukumkan 
'makruh' (larangan yang tidak sampai haram). Sedangkan menurut K.H. 
Syafe'i Hamdzani, Ketua MUI Jakarta, ha! semacam itu hukumnya tetap 
haram.74 

Unsur spekulasi ungkap K.H. Ibrahim Hasen (Ketua Komisi 
Fatwa MUI Pusat), sebenarnya merupakan ciri perdagangan yang ada di 
mana-mana. Artinya, spekulasi itu memang sudah watak bisnis, tetapi 
orang tidak boleh amat tergantung pada unsur spekulasi itu. Soal 
perubahan harga (kurs)senilai seribu rupiah dijual Rp. 1.000,- kalau itu 
memang tuntutan pasar tidak ada maslah. Bagi H. Ali Akhbar, pendiri 
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Majelis Pertimbangan, Kesehatan clan syara' (MPKS) Dep. Kesehatan, 
dalam jual beli saham itu cepat kaya, ini tidak boleh dalam agama Islam. 
Sebaliknya H.M. Munawir Sadzali (Mantan Menteri Agama R.l.) clan H. 
Marzuki Usman (mantan ketua Bapepam) membantah adanya unsur 
perjudian. Spekulasi dalam saham bukan clan tidak sama dengan judi. Di 
sana ada perhitungan-perhitungan dan ada pula informasinya. Judi mana 
ada informasinya. 

"Seharusnya saham itu halal kenapa tidak?" tegas Marzuki Usman 
"Buktinya beberapa negara Islam juga telah membuka dan melakukan 
praktek pasar modal. Lihat Yordaneia, Pakistan, Mesir, Nigeria, Kuwait, 
semua memiliki bursa efek tak ada masalah di sana "tambahnya"75

• 

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian hukum Islam 
tentang pemerataan pendapatan akan berhasil dengan baik, apabila 
sistem ekonomi Islam yang bersumber dari syari'at Islam (al-Qur'an clan 
al-Hadits) clan clikembangkan pemikiran ulama yang memenuhi syarat 
dalam biclangnya, clilaksanakan oleh para ekonomi clengan baik, jujur, 
amanat, aclil clan ticlak berbuat curang baik clalam biclang procluksi clan 
clistribusi. 

Jelasnya clalam sistem ekonomi Islam supaya pemerataan 
terpenuhi harus dibatasi supaya sejauhmana berbagai sumber yang acla 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia kepada tiga ha!, yaitu 
kebutuhan terclapat lima instrumental yang trategis yang mempengaruhi 
prilaku seorang muslim clalam melaksanakan ekonomi clalam kehidupan 
masyarkat kerjasama ekonopmi, jaminan sosial clan peranan negara, salah 
satu bentuk kerjasama yang sesuai clengan ajaran Islam aclalah qirad!, yaitu 
dikenal clengan sebutan penyetaraan modal (_participation) tanpa beban 
bunga. Kerjasama ini didasarkan pacla profit loss shering (penyetaraan 
untung rugi) atas satu usaha kegiatan ekonomi yang disepakati bersama. 

Di samping itu juga syari'at Islam membahas hukum, baik usaha 
dalam biclang ekonomi maupun makanan clan minuman cliperintahkan 
hendaknya yang baik dan halal sesuai clengan apa yang telah digariskan 
clalam al-Qur'an al-Baqarah, ayat 168. 
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